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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor ... Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4210);



6.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum  sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang  Pengelompokan  Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);



22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun
2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah  Provinsi Jambi tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan
Gubernur Jambi tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran 2023;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun
2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Jambi ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Jambi.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom

Gubernur adalah Gubernur Jambi

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah
pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan
kendaraan bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,
hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.



10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan
bermotor

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

12. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran.

Pasal 2
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp4.909.073.167.294,00, yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.259.688.736.896,00 yang
terdiri atas:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.917.532.851.318,00, terdiri atas :
a. PKB;

b. BBNKB;

c. PBBKB;

d. pajak air permukaan; dan
e. pajak rokok.

(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp25.883.239.118,00, terdiri atas :
a. retribusi jasa umum,;

b. retribusi jasa usaha; dan
c. retribusi perizinan tertentu.

(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp35.179.073.384,00, merupakan bagian laba yang dibagikan
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada
BUMN.



(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp281.093.573.076,00,
terdiri atas :

hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

jasa giro;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;dan

pendapatan BLUD.
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Pasal 5

(1)PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a
direncanakan sebesar Rp697.855.218.482,00 terdiri atas:
. PKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp396.631.662.700,00;
. PKB-mobil bus-microbus sebesar Rp2.030.772.200,00;
PKB-mobil barang/beban-pick up sebesar Rp163.282.599.900,00;
. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebesar
Rp135.906.299.900,00;
e. PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air Rp1.294.600,00;
dan
f. PKB-kendaraan khusus alat berat/alat besar Rp2.589.182,00.
(2)BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b
direncanakan sebesar Rp412.614.154.244,00, terdiri atas:
a. BBNKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp174.932.241.900,00;
b. BBNKB-mobil penumpang-mini bus sebesar Rp1.767.186.300,00;
c. BBNKB-mobil barang/beban-pick up sebesar
Rp93.800.140.800,00;
d. BBNKB-sepeda  motor-sepeda motor roda dua  sebesar
Rp142.099.491.500,00;
e. BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebesar
Rp1.372.344,00; dan
f. BBNKB- kendaraan khusus alat berat Rp13.721.400,00.
(3)PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp504.000.000.000,00, terdiri atas:
a. PBBKB-bahan bakar solar sebesar Rp253.908.482.186,00; dan
b. PBBKB-bahan bakar lainnya sebesar Rp250.091.517.814,00.

0.0 oW

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar
RpS5.501.683.606.784,00 yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.
Pasal 7

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

a direncanakan sebesar Rp3.117.029.468.266,00 yang terdiri atas:

a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp1.559.991.435.930,00;

b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar
Rp1.395.826.762.382,00;

c. belanja subsidi direncanakan sebesar Rp550.000.000;

d. belanja hibah direncanakan sebesar Rp154.869.171.154,00; dan

e. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp5.792.098.800,00.



Pasal 8

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp1.559.991.435.930,00 terdiri atas:.

a. gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar
Rp778.923.813.192,00;
b. tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar

Rp399.414.283.105,00;

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
ASN direncanakan sebesar Rp258.675.478.879,00;

d. gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar
Rp39.397.703.634,00;

e. gaji dan  tunjangan KDH/WKDH direncanakan  sebesar
Rp392.361.563,00; dan

f. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan
sebesar Rp3.402.820.557,00

Pasal 9
(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf a direncanakan sebesar Rp778.923.813.192,00, terdiri atas:
a. gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp570.427.786.341,00;

b. tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar
Rp56.425.790.824,00;

c. tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar
Rp12.470.583.694,00;

d. tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar

Rp41.656.148.795,00;

e. tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar
Rp10.167.121.766,00;

f. tunjangan beras ASN direncanakan sebesar
Rp33.277.081.147,00;

g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar
Rp1.424.736.895,00;

h. pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp710.186.362,00;

i. iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan  sebesar
Rp43.587.947.949,00;

j. luran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar
Rp1.319.494.918,00;

k.iuran jaminan kematian ASN direncanakan  sebesar
Rp3.546.175.361,00; dan

l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN
sebesar Rp3.910.759.140,00

(2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp399.414.283.105, terdiri
atas:

a. tambahan  penghasilan berdasarkan beban  kerja  ASN
direncanakan sebesar Rp189.310.628.590,00;

b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN
direncanakan sebesar Rp255.593.861,00;

c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar
Rp10.066.648.415,00;

d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
sebesar Rp240.000.000,00; dan

e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar
Rp199.541.412.239,00



(3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
direncanakan sebesar Rp258.675.478.879,00 terdiri atas:

a.

b.

C.

d.

insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan
sebesar Rp51.906.265.943,00;

insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah direncanakan
sebesar Rp530.963.628,00;

tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar
Rp177.185.691.400,00; dan

honorarium direncanakan sebesar Rp27.672.678.908,00.

(4) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp39.397.703.634,00, terdiri

atas:

a.uang representasi DPRD direncanakan sebesar
Rp1.979.232.152,00;

b. tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar

o0

Rp257.265.724,00;
tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp200.867.733,00;

. uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp157.530.713,00;
. tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar

Rp2.874.625.199,00;
tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar direncanakan
Rp383.546.505,00;

. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar

Rp82.538.151,00;

.tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD

direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00;
tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp2.502.704.000,00;

. tunjangan  kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD

direncanakan sebesar Rp9.289.786.719,00;

. tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar

Rp11.322.000.000,00; dan
uang  jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar
Rp447.606.738,00.

(5) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf e direncanakan sebesar Rp392.361.563,00
terdiri atas:

a.
b.

gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp96.775.704,00;
tunjangan  keluarga @ KDH/WKDH direncanakan  sebesar
Rp13.808.718,00;

. tunjangan  jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar
Rp160.038.456,00;
. tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar

Rp19.888.608,00;

tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan
sebesar Rp19.106.304,00;

pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.486,00;

g. iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar

Rp81.617.755,00;

.iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan

sebesar Rp515.676,00; dan
[uran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar
Rp599.856,00



(6) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri atas:
a.dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar
Rp377.856.000,00; dan
b. dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar
Rp3.024.964.557,00.
Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a, bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya
direncanakan sebesar Rp682.744.439.490,00.

(2)Anggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud
ayat (1) terdiri atas:

a. pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar
Rp120.700.359.011,00;

b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebesar
Rp356.314.038.133; dan

c. penghematan belanja direncanakan sebesar
Rp205.730.042.346,00.

(3)Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp120.700.359.011,00,
yang merupakan pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah;

(4)Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf b direncanakan
Rp356.314.038.133,00 yang merupakan pelampauan penerimaan
pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat;

(5)Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) huruf c direncanakan sebesar Rp205.730.042.346,00, yang terdiri
atas:

a. penghematan belanja-belanja operasi; dan
b. sisa penggunaan belanja tidak terduga.

Pasal 12

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp90.134.000.000,00, terdiri
atas:

a. Penyertaan modal Daerah direncanakan sebesar
Rp90.000.000.000,00; dan

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direncanakan
sebesar Rp134.000.000,00

(2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000.000,00 yang
merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD);

(3) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp134.000.000 yang merupakan pembayaran pinjaman dari lembaga
keuangan bukan bank.



(1)

(2)

Pasal 13

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar
Rp592.610.439.490,00.
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan  direncanakan  sebesar
Rp592.610.439.490,00.

Pasal 14

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi

menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

. Lampiran Il Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Hibah;

. Lampiran IV  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Sosial;

. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

. Lampiran VI  Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran belanja bagi hasil,

. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan  RincianObjek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian ObjekPendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan
Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 17

Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur Jambi dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 2022
GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR






